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PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR PER. 005/M.PPN/10/2007
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

70 Tahun 2012, perlu dilakukan penyempurnaan
tugas dan  fungsi Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional,
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Per.
005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun
2012;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan  Organisasi Kementerian  Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014;

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Wakil Menteri;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor Per. 005/M.PPN/10/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah
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diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 20009;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor
B/1601/M.PAN-RB/4/2014 tanggal 29 April 2014

2014.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.
005/M.PPN/10/2007 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, media massa, dan
antar lembaga;

b. pelaksanaan urusan persidangan dan keprotokolan; dan
pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan.
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2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
urusan hubungan masyarakat, media massa, dan antar lembaga.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan hubungan media massa;
b. pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga; dan
c. pelaksanaan pelayanan informasi publik.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Subbagian Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan, serta informasi
untuk keperluan hubungan media massa.

(2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas
melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan
untuk keperluan hubungan antar lembaga dan pelayanan
informasi publik.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
urusan persidangan dan keprotokolan.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan persidangan; dan
b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

